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Prolite – Masyarakat Indonesia mengeluarkan tuntutan rakyat yang ditujukan untuk angota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Tuntutan rakyat di berikan imbas adanya pernyataan yang berikan oleh beberapa anggota
dewan yang menyatakan adanya kenaikan beberapa tunjangan serta adanya pemberian
tunjangan rumah yang besarnya mencapai Rp 50 juta.

Adanya pernyataan tersebut lah yang membuat masyarakat Indonesia menjadi geram,
pasalnya sangat tidak pantas kenaikan gaji diberikan untuk anggota dewan di tengah-tengah
ekonomi rakyat yang lagi tidak baik-baik saja.

Baca Juga:Berburu Lailatul Qadar, Ini 6 Rekomendasi Masjid untuk Iktikaf di Kota
Bandung

Bukan hanya itu nampak juga para anggota DPR RI menari bersama, bukan menyelesaikan
permasalahan rakyat yang ada.

Pernyataan tersebut lah yang akhirnya membuat rakyat Indonesia menjadi marah dan
anarkis.

Usai berhari-hari rakyat Indonesia melakukan demo di depan Gedung DPR bahkan banyak
korban jiwa yang berjatuhan akibat demo tersebut.

Baca Juga:Bangun Posko Pengaduan THR 2026 Disnaker Kota Bandung, Tampung
Keluhan para Pekerja
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detik

Oleh karena itu memberikan 17+8 tuntutan rakyat yang diberikan untuk anggota DPR RI,
denga nisi sebagai berikut:

Tugas Presiden Prabowo 

Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran1.
Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun2.
semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat
jelas dan transparan

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat 

Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk3.
pensiun)
Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)4.
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Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki5.
melalui KPK).

Tugas Ketua Umum Partai Politik 

Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu6.
kemarahan publik.
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.7.
Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.8.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia 

Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.9.
Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah10.
tersedia.
Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan11.
dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia) 

Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.12.
Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.13.
Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.14.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi 

Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas15.
apda guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.16.
Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing17.

Selain 17 tuntutan di atas, masih ada 8 tuntutan lainnya yang punya deadline setahun lagi
yakni pada 31 Agustus 2026 mendatang.

Setelah adanya tuntutan rakyat tersebut DPR RI menggelar rapat konsultasi dan
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menghasilkan adanya pemangkasan sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota DPR.
Pemangkasan tersebut akan menyasar biaya langganan listrik, jasa telepon, komunikasi
intensif, hingga tunjangan transportasi.

DPR RI juga berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna
dalam setiap proses legislasi maupun kebijakan. Aspirasi rakyat menjadi dasar penting bagi
DPR untuk melakukan perbaikan.

Baca Selanjutnya
DPR RI Menjawab Tuntutan 17+8, Berikut Keterangannya

https://prolitenews.com/dpr-ri-menjawab-tuntutan-publik-178/

